
i 

 

SANKSI BAGI PELAKU PERZINAHAN YANG TELAH MENIKAH MENURUT 

HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS YANG TERJADI DI DESA 

RANTAU TENANG KECAMATAN PELAWAN KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI) 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH 

GELAR SARJANA HUKUM ISLAM 

 

DISUSUN OLEH: 

MUHAMMAD NURPRIADI 

11360013 

 

PEMBIMBING: 

RO’FAH, MA., Ph. D 

 

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2016 









v 
 

ABSTRAK 

Perzinahan adalah merupakan suatu perbuatan yang diharamkan oleh 

Allah, baik itu zina yang telah menikah maupun zina yang belum menikah dan 

keduanya diancam dengan hukuman yang amat berat. Di desa Rantau Tenang 

terdapat hukuman bagi pelaku zina yang telah menikah yaitu berupa 

denda/hutang, hukum tersebut sangatlah jauh berbeda dengan hukum Islam. 

Prinsip-prinsip hukum yang ada dalam al-Qur’an mengatur kehidupan secara 

global, sedangkan hadis berfungsi menerangkan maksud dari ayat-ayat al-Qur’an 

serta berbentuk hukum. Dalam al-Qur’an dan hadis tidak ada yang menjelaskan 

tentang hukum bagi pelaku zina cukup dengan membayar denda/hutang melaikan 

dengan hukum rajam dengan cara dilempari batu hingga mati. Sedangkan dalam 

hukum adat, hukum bagi pelaku zina yang telah menikah cukup dengan 

membayar denda/hutang kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyuci desa.  

Pada dasarnya perbuatan zina sangat dilarang dalam hukum Islam dan 

hukum adat sehingga keduanya memberikan hukuman bagi para pelaku agar 

perbuatan itu tidak terulang lagi serta membuat epek jera, mengenai sanksi bagi 

pelaku zina yang telah menikah keduanya memberikan sanksi yang berbeda, jika 

dalam hukum Islam sanksinya adalah dirajam hingga mati, berbeda dengan sanksi 

dalam hukum adat yaitu cukup dengan membayar denda/hutang kepada 

masyarakat. Dari permasalahan di atas dapat dirumuskan dalam pokok masalah 

sebagai berikut: Bagaimana penetapan sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah 

dalam hukum Islam? Bagaiman sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah dalam 

hukum adat? Apa persamaan dan perbedaannya? Tujuan yang akan dicapai dari 

pokok masalah di atas adalah: Untuk mengetahui penetapan sanksi bagi pelaku 

zina yang telah menikah dalam hukum Islam dan hukum adat, serta apa 

persamaan dan perbedaan mengenai sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah 

dalam hukum Islam dan hukum adat.  

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan khususnya wawancara 

terhadap tetuo adat, dan masyarakat ternyata sanksi bagi pelaku zina yang telah 

menikah dalam hukum adat tetap dijadikan sebagai hukum bagi pelaku zina. 

Sanksi yang ditetapkan dalam hukum adat sangat jauh berbeda dengan hukum 

Islam yang sudah jelas adanya nash yang bersifat qat’i yang terdapat dalam al-

Qur’an dan hadis Nabi saw. Maka dapat disimpulkan: Pertama, dalam hukum 

Islam sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah atau disebut dengan muhshan 

yaitu dijatuhi hukum rajam kerena adanya nash dan hadis Nabi saw. Kedua, dalam 

hukum adat sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah hanya sebagi adat yang 

kedudukannya sebagai ‘Urf  atau adat kebiasaan yang jadikan hukum bagi 

masyarakat yang melanggar adat istiadat yang berlaku di desa tersebut. 
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MOTTO 

شهدالله أنه , لا إله إلا هووالملىئكة وأولوا العلم قا ئما 

 بالقسط لا إله إلا هوالعزيز الحكيم . 

Artinya :  

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada tuhan melaikan dia (yang berhak 

disembah), yang menegagkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu 

(juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada tuhan melainkan dia (yang berhak 

disembah), yang maha perkasa lagi maha bijaksana. { Ali Imraan : 18 } 
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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الله لقد جاءت رسل  داناىكنا لنيتدي لٌلا أن دانا ليذا ًما ىالحمدالله الذي 

أن لا  ديحق ًنٌدًا أن تلكم الجنة أًرثتمٌىا بما كنتم تعملٌن. أشالربنا ب

. مدا عبده ًرسٌلوحًحده لا شزيك لو ًأشيد أن م إلا اللهإلو   

Rasa syukur yang tak henti-hentinya saya haturkan atas ke hadiran Allah 

Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta hidayahNya-lah saya selalu diberi 

kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun 

sedikit banyak terdapat hambatan yang saya alami dalam tahap penyelesaian.  

Shalawat serta salam tak lupa pula saya sampaikan kepada baginda Rasulullah 

saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh para pengikut-pengikutnya yang 

senantiasa selalu berpegang teguh pada ajaran yang dibawanya hingga akhir zaman 

nanti.   

Dengan senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah swt, al-hamdulillah 

saya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: “Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah 

Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat”. 
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Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Dr. Fathurrohman, S.Ag., M. Si. Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab 

UIN Sunan Kalijag Yogyakarta. 

4. Ro’fah, MA., Ph.D. Selaku dosen Pembing, penyusun ucapkan banyak 

terimakasih kepada ibu yang dengan sabar memberikan masukan saran dan 

arahan-arahannya yang sangat bermanfaat bagi penyusun dalam membantu 

penyempurnaan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan waktunya. 
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                                                                                                        Penyusun 

 

 

                                                                                          

Muhammad Nurpriadi                                                                                                                                             

11360013 
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PEDOMAN TRANSLITERAI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987, 

selengkapnya adalah sebagai berikut. 

A. Konsonan 

Fenomena konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, 

yaitu sebagi berikut:  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‟ b be ة

 ta‟ t te ت

 śa ś Es (dengan titik di atas) ث

 jim j je خ

 h a h ح
Ha (dengan titik di 

bawah 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 ra r er ز
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 zai z zet ش

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 şad ş ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 d ad d ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 ta ţ ط
te (dengan titik 

dibawah) 

 za z ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain „ koma terbalik (di atas)„ ع

 ghain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em و

ٌ nun n en 

 wau w we و

ِ ha h ha 

 hamzah ‟ apostrof ء

 ya‟ y ya ي

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah di tulis rangkap 

 ditulis muta‟addidah يتعّد دة

 ditulis „iddah عدّة
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C. Ta’ marbutah di akhir kata  

1. Bila dimatikan di tulis h       

 ditulis hikmah حكًة

 ditulis „illah عهة

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendakilafal aslinya). 

2. Bila dikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ‟ditulis Karāmah al-auliyā كسا ية الأونيبء

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atu dengan, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau 

h.  

انفطسشكبة   ditulis Zakāh al-fitri 

 

D. Vokal pendek  

___َ_ fathah ditulis a 

 ditulis fa‟ala ___ فعم

___َ_ kasrah ditulis i 

 ditulis Ŝukira ___ ذكس
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__ُ_ ___ ditulis u 

 dammah ditulis yaŜhabu ير هت

 

E. Vokal panjang 

1 fathah + alif ditulis ā 

 ditulis jāhiliyyah جب حهية 

2 fathah + ya‟ mati ditulis ā 

 ditulis tansā تُس 

3 kasrah + ya‟ mati ditulis ī 

 ditulis karīm كسيى 

4 dammah + wawu mati ditulis ū 

 ditulis furūd فسوض 

 

F. Vokal rangkap 

1 Fathah + ya‟ mati ditulis ai 

 ditulis bainakum ثيُكى 

2 Fathah + wawu mati ditulis au 

 ditulis qaul قول 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof  

 ditulis A‟antumu ااَََتى

 ditulis U‟iddat أعدة

 ditulis La‟insyakartum نئٍ شكستى
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H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.   

 ditulis Al-Qur‟ān انقساٌ

 ditulis Al-Qiyās انقيبس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan meghilangkan huruf l (el) nya.   

 ‟ditulis As-Samā انسًبء

 ditulis Asy-Syams انشًس

 

I. Penulisan kata-kata dengan rangkaian kalimat  

Ditulis menurut penulisannay  

 ditulis śawī al-furūd ذوي انفسوض

 ditulis ahl as-Sunnah أهم انسُة
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Hukum pidana Islam merupakan syari‟at Allah yang mengandung 

kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.
1
 Syari‟at 

Islam adalah sistem hukum yang bersifat „alamiyah (mendunia), tidak dibatasi 

oleh sekat teritorial tertentu dan siap diterapkan di setiap kurun waktu dan 

tempat. Hal itu dikarenakan watak sumber hukumnya yang bersifat murunah 

(elastis), sehingga memungkinkan kita untuk mengistinbatkan (mencari 

penyelesain), atas setiap masalah yang dihadapi, kapan dan dimana saja.
2
 

Hukum pidana Islam menerapkan hukuman dengan tujuan untuk 

menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-

perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, 

baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan 

pemberian hukuman sesuai dengan konsep tujuan umum di syariatkan hukum, 

yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan 

keadilan. Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk 

                                                           
1
 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.  

2
 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 

xiii 
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memelihara stabilitas masyarakat sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan 

untuk memperbaiki sikap dan prilakunya.
3
 

Berkaitan dengan perbuatan zina, banyak yang berpendapat bahwa 

perbuatan zina ini adalah salah satu di antara sebab-sebab dominan yang 

mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-

penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus-menerus hidup 

membujang serta praktek hidup bersama tanpa adanya nikah, zina juga 

dianggap merupakan sebab utama dari kemelaratan, pemborosan, kecabulan 

dan pelacuran, karena sebab-sebab tersebut dan sebab lainnya, maka Islam 

menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap para pelaku zina 

tersebut.
4
  

Bicara tentang dasar hukum larangan zina terdapat dalam beberapa 

ayat dan beberapa surat yang terdapat dalam al-Qur‟an dan hadis Rasulullah 

saw.
5
 Hukuman untuk jarimah zina meneurut Ahmad Hanafi ditetapkan tiga 

hukuman, yaitu: dera (jilid), pengasingan (taghrib) dan rajam. Hukum dera 

dan pengasingan ditetapkan untuk pezina tidak muhshan, yang dimaksud 

dengan tidak muhshan adalah kedua pelaku tersebut belum menikah atau 

masih berstatus gadis dan jejaka. sedangkan hukuman rajam dikenakan 

terhadap pezina muhshan, yang dimaksud dengan pezina muhshan adalah 

                                                           
3
 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 

hlm. 52.  
4
  Syayid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 9, (Bandung: PT Alma’rif, 1984), hlm. 89. 

5
 Ibid, hlm. 121. 
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pelaku zina tersebut telah menikah atau sudah mempunyai suami dan istri, 

kalau kedua pelaku zina tidak muhshan maka keduanya dijilid dan diasingkan. 

Akan tetapi kalau keduanya muhshan maka dijatuhi hukuman rajam.
6
 

Sanksi rajam bagi pelaku zina muhshan tidak secara eksplisit 

disebutkan di dalam al-Qur‟an, tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan 

dan perbuatan Rasullah. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa beliau 

melaksanakan sanksi rajam terhadap Maiz bin Malik dan Al-Ghamidiyah. 

Sanksi ini juga diakui oleh ijma‟ sahabat dan tabiin, serta pernah dilakukan 

pada zaman Khulafa Al-Rasyidin.
7
 Dapat disimpulkan bahwa hukum rajam 

bagi pezina muhshan tetap berlaku walaupun tidak disebutkan di dalam al-

Qur‟an. Meskipun demikian, ketentuannya ditetapkan di dalam hadis, ijma‟ 

para sahabat, dan konsensus ulama fiqh dari kalangan mazhab mana pun.
8
 

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki banyak 

wilayah yang terbentang di sekitarnya, ini menyebabkan keanekaragaman 

suku, adat istiadat dan kebudayaan dari setiap suku di setiap wilayahnya, hal 

ini sungguh sangat menakjubakan karena biarpun Indonesia memiliki banyak 

wilayah, yang berbeda suku bangsanya, tetapi kita semua dapat hidup rukun 

satu sama lainnya. Namun, sungguh sangat disayangkan apabila para generasi 

penerus bangsa tidak mengtehaui tentang adat istiadat dari setiap suku yang 

ada. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui dan cukup mengerti tentang 

                                                           
6
 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), hlm. 263. 

 
7
  Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2013), hlm. 20.    

8
 Ibid, hlm. 26.   
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kebudayaan dari salah satu suku yang ada di Indonesia, itu juga karena 

pembahasan yang sering dibahas selalu mengambil contoh dari suku yang itu-

itu saja. Sejak ratusan tahun lalu provinsi Jambi dihuni oleh etnis Melayu, 

seperti suku Kerinci, Suku Batin, suku Bangsa Dua Belas, suku Penghulu, dan 

suku Anak dalam. Namun juga ada etnis pendatang. Perjalanan sejarah yang 

dialami etnis melayu telah melatar belakangi budaya melayu di Jambi. 

Sehingga adat istiadat di Jambi sangat menarik bila dibicarakan agar setiap 

masyarakat biasa memahami adat itu sangat penting bagi masyarakat itu 

sendiri.
9
 

Dipulau Sumatra, Provinsi Jambi merupakan wilayah kesultanan Islam 

Melayu Jambi (1500-1901). kesultanan ini memang tidak berhubungan 

langsung dengan dua kerajaan Hindu-Budha pra-Islam. Sekitar abad 6 – awal 

7 M berdiri kerajaan Melayu (Melayu tua) terletak di Muaro Tembesi (kini 

masuk wilayah Batanghari, Jambi). Wilayah provinsi Jambi terbagi atas satu 

bandar ibukota (Jambi) dan 9 daerah yaitu: Muaro Jambi, Bungo, Tebo, 

Sarolangun, Merangin/Bangko, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung 

Jabung Timur, dan Kerinci.
10

 

Kabupaten Sarolangun adalah salah satu kabupeten di provinsi Jambi, 

Indonesia. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 54 

tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Sarolangun, kabupaten Tebo, 

                                                           
9
 http://guspalenaa.blogspot.co.id/adat-dan-budaya-jambi diakses 15 September 2015. 

10
 https://kotasarolangun.wordpress.com/potensi-daerah diakses 11 maret 2015  

http://guspalenaa.blogspot.co.id/adat-dan-budaya-jambi
https://kotasarolangun.wordpress.com/potensi-daerah
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kabupaten Muaro Jambi, dan kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada awal 

berdirinya kabupaten Sarolangun terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 107 desa, 4 

kelurahan dan 2 desa unit pemukiman transmigrasi dan saat ini sudah menjadi 

10 kecamatan, 9 kelurahan, dan 149 desa.
11

 Dari salah satu desa tersebut 

adalah desa Rantau Tenang dimana masyarakat desa ini sangat kental akan 

hukum adat yang berlaku termasuk hukum bagi orang yang melakukan 

perzinahan. Yang menarik untuk di teliti dari desa ini adalah penetapan 

hukum bagi pelaku zina yang telah menikah dalam hukum adat. 

Masyarakat provinsi Jambi mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam 

yang cukup banyak, tetapi tidak semua ketentuan hukum yang ada dalam 

syari‟at Islam itu lansung diambil serta dipraktekkan, tetapi itu perlu 

dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menetapkan sebuah hukuman, 

karena banyak aspek yang harus dilihat sebelum menetapkan suatu hukuman 

terhadap suatu persoalan yang ada terlebih lagi terhadap hukum rajam bagi 

pelaku zina, dalam hal penetapan sanksi bagi pelaku zina baik itu zina yang 

telah menikah (berkeluarga) maupun zina yang belum pernah menikah (jejaka 

dan perawan), dalam hal ini secara umum masyarakat adat yang ada di 

provinsi Jambi lebih cenderung kepada hukum adat yang sudah menjadi adat 

istiadat dari sejak zaman nenek moyang terdahulu samapi pada masa sekarang 

yang sudah menjadi budaya bagi masyarakat, dari informasi yang peneliti 

                                                           
11

 http://sarolangunkab.go.id/v3/index.php/pemerintahan/sejarah diakses 11 maret 2015. 

http://sarolangunkab.go.id/v3/index.php/pemerintahan/sejarah
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dapatkan dilapangan jauh sebelum agama Islam masuk dan berkembang pesat 

di provinsi Jambi masyarakat telah mematuhi hukum adat yang ada khususnya 

mengenai perzinahan, jika hukum Islam di terapkan untuk sanksi bagi pelaku 

zina maka banyak pertentangan  yang akan muncul dari berbagai pihak. 

Penetapan hukuman bagi pelaku zina yang ada di provinsi Jambi 

khususnya di desa Rantau Tenang, ini sangat menarik untuk di teliti lebih 

dalam apa yang menyebabkan masyarakat di desa tersebut menjadikan hukum 

adat sebagai sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah ketimbang hukum 

Islam, padahal masyarakat setempat mayoritasnya adalah pemeluk agama 

Islam. Dari sejak dahulu hingga sekarang, bahkan masyarakat desa 

mengatakan bahwa provinsi Jambi sangat kental akan keagamaannya tapi juga 

sangat kental akan hukum adatnya seolah-olah keduanya tidak dapat 

dipisahkan, apabila ada yang mengatakan bahwa orang-orang Jambi tidak 

beradat berarti sama saja tidak beragama begitu juga sebaliknya.    

Dari sekian banyak hukum adat yang ada di berbagai penjuru 

Indonesia terutama mengenai hukum bagi pelaku zina yang telah menikah 

dalam hukum adat, sejauh pengamatan yang peneliti lakukan hukum adat 

yang ada di desa Rantau Tenang ini yang sedikit berbeda dari hukum-hukum 

adat lainnya dan sangat menarik untuk di kaji dan teliti lebih dalam lagi 

mengenai sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah (sudah berkeluarga) 

dalam kehidupan masyarakat adat desa Rantau Tenang. 
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Bagi masyarakat desa Rantau Tenang orang yang melakukan zina 

mendapatkan hukuman tersendiri sesuai dengan perbuatannya, apabila yang 

melakukan zina itu adalah orang yang telah menikah maka mereka dihukum 

dengan membayar denda/hutang kepada masyarakat  desa Rantau Tenang 

yang dinamakan denagan “serbo seratus” yaitu berupa: satu ekor kerbau atau 

sapi, beras seratus gantang, kelapa seratus buah serta selemak semanis. Jika 

yang berzina adalah muda mudi (belum menikah) maka hukumannya 

membayar denda/hutang yang dinamakan dengan “serbo duo puluh” yaitu: 

satu ekor kambing, beras dua puluh gantang, kelapa dua puluh buah dan 

selemak semanis serta dengan dikawinkan. Menurut tetuo adat dan 

masyarakat orang berzina dikenakan hukuman denda tersebut adalah 

bertujuan untuk cuci desa dan membuat epek jera terhadap para pelaku agar 

supaya perbuatan tersebut tidak terulang kembali. Maka dari itu peneliti 

tertarik untuk membahas atau meneliti tentang “Sanksi Bagi Pelaku 

Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat”. 

B. Pokok Masalah  

1. Bagaimana penetapan saksi bagi pezina yang telah menikah dalam 

hukum Islam? 

2. Bagaimana penetapan sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah 

dalam hukum hukum adat desa Rantau Tenang? 

3. Apa persamaan dan perbedaanya? 

 



8 
 

 
 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari 

hasil penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui penetapan sanksi bagi pelaku perzinahan yang telah 

menikah dalam hukum Islam. 

b. Untuk mengetahui penetapan sanksi bagi pelaku perzinahan yang telah 

menikah dalam hukum adat desa Rantau Tenang. 

c. Untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan mengenai sansi bagi 

pelaku perzinahan yang telah menikah dalam hukum Islam dan hukum 

adat desa Rantau Tenang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut tentang 

sanksi bagi pelaku perzinahan yang telah menikah bagi peneliti 

selanjutnya. 

b. Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana yang sedang berkembang 

saat ini, yaitu tentang sanksi bagi pelaku perzinahan yang telah 

menikah.  

D. Telaah Pustaka  

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang telah ada, 

ditemukan beberapa karya ilmiah (skripsi) terdahulu yang berkaitan dengan 
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tema kajian penelitian ini. Berikut beberapa hasil usaha penelusuran tentang 

skripsi yang berkaitan dengan tema penelitian ini. 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sri Mulyani mahasiswa jurusan 

Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2004 dengan tema “Sanksi bagi pelaku zina yang telah 

menikah dalam Islam studi perbandingan antara Abdul Qadir Audah dan 

T.M.Hasbi ash-Shiddieqy”.
12

 Dalam skripsinya dipaparkan mengenai 

perbandingan antara Abdul Qadir Audah dan T. M. Hasbi ash-Shiddieqy 

mengenai sanksi dan hukum bagi pelaku zina yang telah menikah dalam 

hukum Islam, dan bagaimana pendapat dari kedua tokoh tersebut tentang  

hukum dan sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nina Roseliya mahasiswa jurusan 

Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2009 dengan tema “ Hukum zina menurut Sayyid Sabiq dan 

T.M.Hasbi Ash-shiddieqy”.
13

 Yang dianalisis dalam skripsi ini adalah latar 

belakang tentang hukum pezina muhshan dan ghairu muhshan menurut 

Sayyid Sabiq dan T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, menurut Sayyid Sabiq hukum 

atas pezina muhshan adalah rajam (dilempar dengan batu sampai mati) dan 

pezina ghairu muhshan dicambuk seratus kali. Sedangkan menurut T. M. 

                                                           
12

 Sri Mulyani, “Sanksi Bagi Pelaku Zina yang Telah Menikah Dalam Hukum Islam Studi 
Perbandingan Antara Abdul Qadir Dan T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta: 2004.  

13
 Nina Roseliya, “Hukum Zina menurut Sayyid Sabiq dan T.M.Hasbi Ash-shiddieqy”, skripsi, 

Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2009. 



10 
 

 
 

Hasbi Ash-Shiddieqy hukuman bagi pezina muhshan dan ghairu muhshan 

adalah sama yaitu hukum cambuk, menurutnya hukum rajam adalah salah satu 

persoalan hukum yang penerapannya kontekstual, ada yang berpendapat 

bahwa hukum rajam adalah sesuatu yang berasal dari peninggalan pra-Islam 

dan masih dalam kategori zanni. Dari kedua pendapat tokoh diatas keduanya 

mempunya pendapat yang berbeda dalam menetapkan hukum bagi pelaku 

zina yang telah menikah berdasarkan dalil-dalil yang menurut mereka dapat 

dibenarakan. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Indah Rofi‟atun D.s.r mahasiswa 

jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

tahun 2003 dengan tema “Kajian terhadap hukum rajam dalam perzinaan”.
14

 

Salah satu yang dianalisis dari skripsi ini adalah bagaimana pandangan dalam 

hukum pidana Islam mengenai hukuman bagi pelaku zina muhshan, apakah 

sudah benar penerapan hukum pidana Islam mengenai pelaku zina muhshan 

dihukum dengan hukum rajam, dan bagaiman dalam hak-hak asasi manusia 

menanggapi hukum rajam bagi pelaku zina muhshan.  

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ana Manis Thofani mahasiswa 

jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2004 dengan tema “Zina dan akibat hukumannya menurut 

                                                           
14

 Indah Rofi’atun D.s.r, “Kajian Tehadap Hukum Rajam Dalam Perzinaan”, skripsi, Fakultas 
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga: 2003. 



11 
 

 
 

Muhammad Syahrur”.
15

 Dalam skripsi ini membahas tentang akibat dan 

hukumnya bagi pelaku zina baik itu zina muhshan maupun zina ghairu 

muhshan serta bagaiman pemikiran Muhammad Syahrur tentang zina dan 

akibat hukum zina. Dalam hal ini dapat dikutip dari pernyataan Muhammad 

Syahrur tentang zina menurutnya, tidak diperbolehkan meletakkan julukan 

pezina (untuk laki-laki maupun permpuan) yang melakukan prilaku keji 

(fahisyah) kecuali jika disertai dengan empat orang saksi. 

Sejauh penelusuran pustaka yang peneliti lakukan dan beberapa karya 

ilmiyah lainnya seperti skripsi diatas belum ada penelitian yang penyusun 

temukan terkait dengan “Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah 

Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat”. Maka dari itu peneliti 

berkeinginan untuk meneliti hal tersebut agar bisa menambah wawasan 

keilmuan khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya juga dapat menembah 

karaya ilmu pengetahuan untuk para pembaca dan di jadikan bahan sarana 

untuk akademik. 

E. Kerangka Teori  

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan 

sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun hukum rajam, karena 

alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. Kenapa 

zina sanagat diancam dengan hukuman berat. Islam menganggap zina bukan 

                                                           
15

 Ana Manis Thofani, “Zina Dan Akibat Hukumanya Menurut Muhammad Syahrur”, skripsi, 
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga: 2004. 
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hanya sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai 

perbuatan yang memalukan lainnya, tetapi juga menghancurkan landasan 

keluarga, mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, 

meruntuhkan nama baik dan menyebarluaskan sejumlah penyakit baik jasmani 

maupun rohani.  

Islam sangat serius menghadapi persoalan zina dan menempatkannya 

sebagai masalah sosial yang kejahatannya merusak tatanan sosial.
16

 Adapun 

bahaya zina terhadap keluarga dan masyarakat adalah bahwa perbuatan zina 

merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan keluarga. Apabila dalam 

suatu keluarga terjadi perbuatan zina, baik oleh pihak suami maupun dari 

pihak istri maka kerukunan dalam rumah tangga itu akan hilang. Hubungan 

antara suami istri dan anak-anak sudah tidak serasi lagi, dan akibatnya rumah 

tangga menjadi hancur. Karena besarnya bahaya yang timbul dari perbuatan 

zina tersebut, syari‟at Islam melanggarnya dengan hukuman yang sangat 

berat.
17

 Oleh karena itu Al-Qur‟an melarang manusia untuk melakukan 

perbuatan tercela tersebut, sebagaimana firman Allah swt:  

18زبىاانزنى انو كان فاحست وساءسبيلا. ولاتق  

Ancaman keras bagi pelaku zina, karena zina merupakan perbuatan 

tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum, 

                                                           
16

 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group 2010), hlm. 275.  
17

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 6. 
18

 Q.S. 17/Al-Israa’: 32. 
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apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena 

tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Disamping itu, pelaku 

zina mengingkari nikmat Allah terhadap kebolehan dan anjuran Allah tentang 

menikah.
19

  

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam jauh 

berbeda dengan sistem hukum Barat, karena dalam hukum Islam, setiap 

hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan orang 

yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong 

orang mukallaf, meskipun dilakukan rela sama rela, jadi tetap merupakan 

tindak pidana. Konsep syari‟at ini adalah untuk mencegah menyebarluasnya 

kecabulan dan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa 

perzinahan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi 

lebih-lebih kepentingan masyarakat.
20

 

Selain itu, diharamkannya zina merupakan risalah yang sangat baik 

dan sesuai dengan kebutuhan di masa sekarag. Ketika hubungan antara lawan 

jenis sudah tidak lagi mengindahkan aturan-aturan agama dan norma-norma 

lainnya, maka yang terjadi adalah munculnya berbagai fenomena yang 

menyedihkan. Banyak wanita hamil diluar nikah, bahkan tak sedikit yang 

                                                           
19

 Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, (Yoyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 
136 

20
 A. Djazuli, Fiqi Jinayah, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2000), hlm. 35. 
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gelap mata sehingga tega menggugurkan janinya atau membunuh si bayi 

sesaat setelah ia lahir.
21

 

Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangant dicela oleh Islam 

dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai 

meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhshan. Jika ia ghairu 

muhshan, maka dihukum cambuk seratus kali. Adanya perbedaan hukuman 

tersebut karena muhshan seharusnya lebih bisa menjaga diri untuk tidak 

melakukan perbuatan tercela itu, apalagi dalam ikatan perkawinan yang 

berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarga, sementara ghairu 

muhshan belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar 

karena didorong rasa keingin tahuannya, namun keduanya tetap sangat dicela 

oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.
22

 

Sebagaimana hadis Nabi yang menjelaskan tentang sanksi bagi pelaku 

zina baik yang sudah menikah dan yang belum pernah menikah yang mana 

bunyinya sebagai berikut: 

ة بن انصامت قال: قال رسىل الله صهى الله عهيو عن عباد

حذوا عني حذوا عني قدجعم الله نهن سبيلا انبكز بانبكز جهد وسهم: 

                                                           
21

 Asadulloh Al Faruq, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 
2009), hlm. 25. 

22
 Makrus Munajat, Dekonstriksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 

hlm. 99. 
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مائت ونفي سنت وانسيب بانشيب بانشيب جهد مائت وانزجم باانحجارة. 

)رواه مسهم(
23

 

Berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahwa si pelanggar belum 

pernah kawin, maka ia harus didera seratus kali dan diasingkan dari rumahnya 

selama setahun. Sedangkan jika si pelaku telah menikah, maka dia harus di 

cambuk seratus kali dan dirajam (dilempari batu) sampai mati. Namun 

sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa si pelanggar itu lansung dirajam 

sampai mati tanpa perlu terlebih dahulu dihukum cambuk seratus kali seperti 

yang telah dikerjakan Nabi dengan merajam dua orang pezina Yahudi tanpa 

mencambuk mereka terlebih dahulu.
24

 Untuk hukuman jilid para ulama 

sepakat untuk dilaksanakan, sedangkan hukum buang adalah hak Ulul Amri. 

Imam Malik berpendapat bahwa yang dibuang hanya laki-laki saja, sedangkan 

wanitanya tidak boleh dibuang, karena seorang wanita tidak boleh pergi 

sendirian tanpa adanya mahram. Sedangkan menurut Imam Syafi‟i, Imam 

Ahmad, dan Imam Azh-Zhahiri hukuman buang setahun itu dikenakan kepada 

keduanya.
25

 

Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman 

karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. 

                                                           
23

 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, 
(Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), jilid 3, hlm. 315.  

24
 Abdur Rahman, Tindak Pidana Dalam Syariat islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 

35-36. 
25

 A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 1997), hlm. 43. 
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Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan. Sedangkan keluarga 

merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti 

membiarkan kekejian dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan 

hukum Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat. 

Syariat Islam melarang zina, karena zina itu banyak bahayanya, baik 

terhadap akhlak maupun agama. Bahaya terhadap akhlak dan agama dari 

perbuatan zina sudah cukup jelas, seseorang yang melakukan perbuatan zina, 

pada waktu itu ia merasa gembira dan senang, sementara disamping itu 

perbuatannya menimbulkan kemarahan dan kutukan Allah, karena Allah 

melarang dan menghukumnya.
26

 

Dalam hukum adat desa Rantau Tenang mengenai hukum zina, 

sangatlah berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh Islam. Hukum adat 

mengenai zina, baik itu zina orang telah menikah atau zina orang yang belum 

menikah, kedua pelaku tersebut mendapatkan hukuman yang berbeda. Apabila 

orang yang telah menikah melakukan zina maka di hukum dengan membayar 

denda/hutang kepada masyarakat desa Rantau Tenang. Jika yang berzina 

adalah orang yang belum menikah atau muda mudi maka ia dikenakan 

hukuman membayar denda/hutang dan langsung dinikahkan.  

Hukum membayar denda/hutang dalam masyarakat adat desa Rantau 

Tenang, dikenakan kepada kedua pelaku zina baik yang telah manikah 

maupun yang belum menikah. Hukuman bagi orang yang telah menikah atau 

                                                           
26

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 4-5. 
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berstatus suami istri adalah membayar denda/hutang yang biasa disebut dalam 

hukum adat “serbo seratus” yaitu berupa: satu ekor kerbau atau sapi, beras 

seratus gantang, kelapa seratus buah serta selemak semanis (bahan pokok 

perbelanjaan). Dan itu semua akan di santap bersama-sama anak nagoghi 

sedusun (dimakan besama-sama oleh masyarakat desa Rantau Tenang). Ini 

bertujuan untuk supaya perbuatan tersebut tidak terulang kembali, dan 

membuat efek jera bagi pelaku zina, serta dengan cuci desa, karena menurut 

masyarakat apabila ada perzinahan orang telah menikah berarti desa tersebut 

sedang dalam musibah yang besar, untuk membersihkan desa agar musibah 

tersebut tidak terulang kembali maka dilakukanlah hal seperti yang diatas.  

Apabila pelaku zina adalah yang belum menikah dikenakan sanksi 

membayar denda/hutang yang biasa disebut dalam hukum adat “serbo duo 

puluh” serta dinikahkan, hukumannya yaitu berupa satu ekor kambing, beras 

dua puluh gantang, kelapa dua puluh buah serta selemak semanis (bahan 

pokok perbelanjaan) yang ini disantap bersama-sama oleh ninek mamak serta 

tuo tenganai dusun. Banyak hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat 

salah satunya adalah perzinahan orang telah menikah, hukum adat ini telah 

ada sejak dulu dari zaman nenek moyang dan turun temurun hingga sekarang 

dan menjadi adat istiadat serta panutan bagi masyarakat desa Rantau Tenang, 

sehingga hukum adat disini kedudukannya sebagai „Urf.  

Dari segi bahasa arti 'urf, ialah mengetahui, kemudian dipakai dalam 

arti "sesuatu yang diketahui" dikenal, dianggap baik dan diterima oleh fikiran 
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yang sehat. Kata-kata 'urf  pada firman tuhan berikut ini diartikan dalam arti 

tersebut.
27

 Firman Allah Swt sebagai berikut:  

باانعزف وأعزض عن انجههين. }الأعزف{.
28
 .......و أمز  

Secara etimologi 'urf  segala sesuatu yang dikenal masyarakat dan 

telah merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan maupun 

perbuatan.
29

 Dalam istilah fuqaha 'urf  adalah "kebiasaan". Dari pengertian 

diatas kita mengetahui bahwa 'urf  dalam suatu perkara tidak bisa terwujud 

kecuali apabila 'urf  itu mesti berlaku atau sering berlaku pada perkara 

tersebut, sehingga masyarakat yang mempunyai 'urf  tersebut selalu 

memperhatikan dan menyesuikan diri dengannya.
30

 

Sebagai sumber hukum dalam kehidupan sosial masyarakat yang tidak 

mempunyai undang-undang (hukum-hukum), maka „urf lah (kebiasaan) yang 

menjadi undang-undang yang mengatur dalam kehidupan mereka. Jadi sejak 

zaman dahulu „urf mempunyai fungsi sebagai hakim dalam kehidupan 

manusia.
31

 Oleh karena itu sesuatu yang telah menjadi kebiasaan sehingga 

menjadi hukum adat maka sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sosial 

masyarakat tersebut. 

                                                           
 

27
 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: PT Bulan Binatang, 1995), 

hlm. 89.  
 

28
  Q.S. 7/Al-A'raaf. 199. 

 
29

  Kamal Muchtar, dkk, Usul Fiqh, (Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 146.   
 

30
 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: PT Bulan Binatang, 1995), 

hlm. 89. 
31

 A. Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1984), hlm. 
89.  
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam 

pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. “Metode 

diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses 

penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu 

pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, 

hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran”.
32

 Adapun metode 

yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) yaitu menggunakan informasi yang diperoleh dari 

sasaran penelitian dan observasi lapangan. Riset adalah suatu proses 

penyelidikan atau pencarian sesuatu (fakta dan prinsip-prinsip) yang 

dilakukan secara sistematis, kritis, dan harus dilakukan dengan sungguh-

sungguh. Riset merupakan suatu metode untuk menentukan kebenaran, 

sebagai metode berfikir secara kritis.
33

 Observasi (pengamatan) perlu 

dilakukan sebelum mengadakan kegiatan praktik lapangan. Observasi tidak 

hanya melihat objek, tetapi berhubungan dengan semua bentuk penerimaan, 

seperti melihat, mendengar, dan rasa manusia atas keadaan, situasi atau 

fenomena-fenomena, yang terjadi di sekelilingnya. Apabila fenomena tersebut 

                                                           
32

  Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 24. 
33

 Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Data Manusia, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2004), 
hlm. 1. 
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nyata, dapat disusun menjadi laporan tertulis.
34

 Adapun yang akan diteliti 

adalah sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah menurut hukum islam dan 

hukum adat. 

2. Sifat Penelitian 

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Deskriptif 

adalah untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat 

riset dilakukan dan memeriksa sebab dari suatu gejala tertentu.
35

 Dimana 

peneliti akan mendiskripsikan penentuan hukum perzinahan baik menerut 

hukum Islam maupun hukum Adat, setelah dideskripsi dari masing-masing 

hukum tersebut kemudian peneliti membandingkan dari keduanya, serta apa 

perbedaan dan persamaan dari kedua hukum tersebut. 

3. Pendekatan Penelitian 

Terkait dengan pendekatan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan normatif-yuridis, dimana peneliti akan membandingkan 

bagaimana menurut hukum Islam dan hukum adat tentang pelaku pezinahan 

dengan berpegang pada aturan normatif. Jika dalam hukum Islam peneliti 

mengambil maupun berpedoman dari buku-buku pidana Islam yang berkaitan 

dengan hukum bagi pelaku zina yang telah menikah serta pendapat-pendapat 

para ulama fiqih, sedangkan dalam hukum adat peneliti langsung datang ke 

tempat yang di teliti yaitu di Desa Rantau Tenag, Kecamatan Pelawan, 

                                                           
34

 Ibid, hlm. 9.  
35

 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali Press, 
2013).hlm. 22. 
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Kebupaten Sarolangun, agara peneliti dapat bertemu langsung dengan para 

tetuo adat, tokoh agama dan masyrakat setempat,  sehingga bisa menghasilkan 

data-data dan informasi yang di butuhkan oleh peneliti, sehingga bisa 

menghasilkan data-data yang palid dan sesuai dengan judul yang diteliti. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan salah satu komponen riset, data yang akan dipakai 

dalam reset haruslah data yang benar.
36

 Untuk mendapatkan hasil penelitian, 

tentunya dibutuhkan data-data yang akan digunakan untuk menjawab dari 

persoalan penelitian tersebut sehingga suatu penelitian dapat di pertanggung 

jawabkan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

penyusun menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data yaitu 

sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Wawancara atau interviu adalah salah satu teknik pengumpulan data. 

Pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara lansung berhadapan dengan yang 

diwawancarai.
37

 Wawancara merupakan usaha untuk mengumpulkan data atau 

informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab 

secara lisan pula.
38

 Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah kepala Desa, tokok adat, tokoh agam, tokoh masyarakat dan pemuda 

                                                           
36

 Ibid. hlm. 49. 
37

 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali Press, 
20013), hlm. 

38
 Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Data Manusia, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2004), 

hlm. 71.  
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desa Rantau Tenang agar mendapatkan informasi yang berhubungan dengan 

obyek penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi 

langsung yang berhubungan dengan persoalan hukum bagi pelaku zina yang 

telah menikah dalam hukum adat.  

Ada berapa orang yang peneliti wawancarai mengenai sanksi zina 

yang telah menikah, diantaranya adalah  tetuo adat, tokoh agama, masyrakat, 

dan pemuda di desa, adapun yang di wawancarai salah satunya adalah apa 

hukum bagi pelaku zina yang telah menikah dalam hukum adat serta apa 

alasannya hukum adat dijadikan sebagai hukum bagi pelaku zina yang telah 

menikah, serta pendapat masyarakat dan tokoh agama mengenai sanksi zina 

dalam hukum adat tersebut.   

Dari hasil wawancara yang didapat, para tetuo adat mengatakan bahwa 

hukum adat itu sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu dan menjadi 

panutan turun temurun bagi masyarakat Desa dan hukum itu masih tetap 

berlaku hingga sekarang. Dari tokoh agama dan tokoh masyarakat serta 

pemuda Desa mereka setuju dengan adanya hukum bagi pelaku zina dan 

selam ini tidak ada yang melanggar hukum adat tersebut. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang 

digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian 
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dokumentasi dalam penelitian memang berperan penting.
39

 Pengumpulan data 

yang melalui dokumentasi ini akan diambil dari berbagai macam pihak, baik 

dari buku-buku yang berkaitan dengan sanksi zina, buku adat, dan berbincang 

langsung dengan tokoh adat, tokoh agam dan tokoh masyarakat, yang 

berhubungan dengan sanksi zina dalam hukum adat. Sehingga dokumentasi 

disini diharapkan untuk bisa melengkapi data-data yang tidak dapat ditemukan 

dalam teknik yang lain.  

5. Analisi Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

mencari mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah untuk difahami oleh diri sendiri dan orang lain.
40

 

Adapun metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif, deduktif dan 

komparatif. Induktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang 

bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum, metode ini peneliti 

gunakan untuk menganalisis kasus perzinahan orang telah menikah, 

sedangkan deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang 

bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.
41

  

                                                           
39

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 129. 
40

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 2010), hlm. 158.  

41
 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977), hlm. 50.   
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Dengan metode ini penyusun mencoba menganalisis data untuk 

mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang perzinahan orang yang 

telah menikah dalam hukum Islam dan hukum adat. kemudian menggunakan 

analisis komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam 

dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan 

tujuan mendapatkan kesimpulan antar elemen dalam kedua sistem hukum 

tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian 

dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.    

G. Sistemetika Pembahasan 

Untuk memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini, maka 

perlu adanya susunan yang sistematis dan teratur agar sesuai dengan 

pembahasan tersebut. Sistematika pembahasn dalam skripsi ini di bagi 

menjadi lima bab. Adapun lima bab tersebut yaitu: 

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar 

belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab II: Membahas tentang gambaran umum desa Rantau Tenang 

kecamatan Pelawan kabupaten Sarolangun. Pada bab ini membicarakan 

tentang letak geografis, Sejarah Singkat desa, kependudukan, pendidikan, 

ekonomi, sosial budaya, dan agama.  

Bab III: Pada bab ini membahas tentang zina dalm hukum Islam dan 

hukum adat, meliputi: pengertian zina dalam Islam dan menurut para ahli fiqh, 
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sanksi zina dalam hukum Islam, syarat sanksi zina, dasar hukum zina serta 

dengan dalil-dalilnya. Zina dalam hukum adat yaitu, sejarah hukum adat, 

sanksi zina dalam hukum adat, serta tujuan dari hukum adat.  

Bab IV: Pada bab ini akan membicarakan tentang persamaan dan 

perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat mengenai sanksi zina, 

diantaranya: sanksi zina dalam hukum Islam dan zina dalam hukum adat, 

kedudukan sanksi zina dalam hukum adat, serta persamaan dan perbedaannya.  

Bab V: Pada bab ini berisi tentang penutup, dalam bab ini akan dirinci 

menjadi beberapa bagian yaitu: kesimpulan penelitian, dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan pada bab-bab 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya zina yang telah 

menikah dalam hukum Islam dan hukum adat adalah keduanya merupakan larangan, 

akan tetapi di desa Rantau Tenang terdapat sanksi yang sangat jauh berbeda dengan 

hukum Islam karena didasarkan atas petuah orang tua terdahulu secara turun temurun 

di masyarakat desa Rantau Tenang yang berlaku hingga sekarang.  

Dalam hukum Islam tidak ada hukum bagi palaku zina yang telah menikah itu 

membayar denda/hutang melainkan dirajam hingga menemui ajalnya, ini sangat jauh 

berbeda dengan hukum adat yang diterapkan di desa tersebut. Beberapa tokoh agama 

yang berada di desa Rantau Tenang juga mengatakan bahwa tidak ada hukum bagi 

pelaku zina yang telah menikah tersebut membayar denda/hutang melaikan hukum 

rajam yang nashnya sudah jelas dalam al-Quran dan hadis Nabi, akan tetapi karna 

kita hidup di lingkungan adat maka kita harus mematuhi adat istiadat yang telah ada.  

Dalam hukum Islam sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah adalah 

hukuman rajam yaitu dengan cara dilempari batu hingga menemui ajalnya dan 

hukuman ini telah terbukti adanya bahwa Nabi pernah merajam Ma’iz dan juga 

sorang perempuan Ghamidiyah setelah ditanya tentang kemuhshanannya dan 

mengaku telah berzina. 
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Jika hukum adat sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah adalah sebuah 

sanksi yang berupa denda/hutang yang dinamakan “serbo seratu” dan harus dibayar 

kepada masyarakat desa Rantau Tenang agara perzinahan tersebut tidak terjadi lagi 

dan membuat efek jera kepada si pelaku zina tersebut. 
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B. Saran  

Bagi masyarakat desa Rantau Tenang hendaknya memberi sanksi yang sangat 

berat lagi bagi pelaku zina yang telah menikah tersebut agar perzinahan tidak terus 

menerus terjadi di desa tersebut. 

Bagi perangkat desa agar lebih lengkap memberi informasi dan data. Bagi 

peneliti agar lebih jelas dalam mencari data, lebih komplit dan detail dalam analisis 

data sehingga dapat menghasilkan data yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya.  
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DAFTAR TERJEMAHAN 

BAB  Hlm Fnt Terjemahan 

I 12 18 Dan janganlah kamu mendekati zina, karena 

sesunggunya zina itu adalah suatu perbuatan keji. dan 

suatu jalan yang buruk.  

I 15 23 Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ambillah 

(hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah 

membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka 

berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan 

diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda 

hukumannya seratus cambukan dan dirajam." Riwayat 

Muslim. 

I 18 28 Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta 

berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. 

III 49 72 Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan 

keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu 

(yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah 

memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-

wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui 

ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain 
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kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan 

perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman 

kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan 

memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. 

Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha 

penyayang. 

III 49 73 Perempuan-perempuan yang berzina dan laki-laki yang 

berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya 

seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 

keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 

Allah, jika kamu beriman kaepada Allah, dan hari 

akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 

disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 

III 50 77 Bahwasanya seorang laki-laki berzina dengan perempuan 

Nabi Saw memerintahkan untuk menjilidnya, kemudian 

ada khabar bahwa dia adalah muhsan, maka Nabi Saw 

memerintahkan untuk merajamnya. 

III 51 78 Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bekata, “ada seorang 

laki-laki dari kaum muslimin menemui Rasulullah saw. 

ketika beliau sedang berada di masjid. Ia menyeru beliau 

dan berkata, „wahai Rasulullah, sungguh aku telah 
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berzina.‟ Beliau berpaling darinya dan orang itu berputar 

menghadap wajah beliau, lalu berkata, „wahai Rasulullah 

sungguh aku telah berzina.‟ Beliau memalingkan muka 

lagi, hingga orang itu mengulangi ucapannya hingga 

empat kali. Setelah ia bersaksi kesalahannya sendiri 

empat kali, Rasulullah saw. memanggilnya dan bersabda, 

‘Apakah engkau gila?’ ia menjawab, „tidak.‟ Beliau 

bertanya, ‘Apakah engkau sudah kawin?’ ia menjawab 

„ya‟. Lalu Nabi saw. bersabda, ‘Bawalah dia dan 

rajamlah.’     

III 52 80 Dari Umar bin Khaththab radiyallahu ‘anhu bahwa ia 

berkhutbah sembari berkata, “Sesungguhnya Allah 

mengutus Muhammad dengan (membawa) kebenaran 

dan menurunkan kitab kepadanya. Di antara yang Allah 

turunkan kepadanya adalah ayat tentang rajam. Kita 

membacanya, menyadarinya, dan memahaminya. 

Rasulullah saw. melakukan rajam dan kita pun setelah itu 

melakukannya. Aku khawatir jika masa yang panjang 

telah terlewati manusia ada orang yang akan berkata, 

kami tidak menemukan hukum rajam dalam kitab Allah.‟ 

Lalu mereka sesat dengan meninggalkan suatu kewajiban 
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yang diturunkan Allah. Dan sesungguhnya rajam itu 

benar-benar ada dalam kitab Allah, yang ditimpakan 

pada orang yang berzina jika ia telah kawin, baik laki-

laki maupun perempuan, terdapat bukti atau hamil, atau 

dengan pengakuan.” 

III 70 102 Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan 

zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebisaaan. 

IV 85 112 Apa yang dipandang baik oleh suatu kaum, maka baik 

pula di sisi Allah. 
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BIOGRAFI ULAMA 

Imam Hanafi (80-150) 

Beliau dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal dunia di Bagdad pada tahun 

150 H. Beliau belajar di Kufah dan disanalah beliau mulai menyusun mazhabnya. 

Kemudian beliau duduk berfatwa mengembangkan ilmu pengatahuan di Bagdad. 

Beliau memberikan penerangan kepada segenap lapisan muslimin, sehingga beliau 

terkenal sebagai seorag alim yang terbesar di masa itu, mahir dalam ilmu fiqh serta 

pandai meng-istinbat-kan hukum dari Al-Qur‟an dan Hadits. 

Menurut riwayat yang dapat dipercaya, beliau adalah wadi’ilmu fiqh (yang 

mula-mula menyusun ilmu fiqh sebagaimana susunan sekarang ini). Beberapa ulama 

telah bergaul dengan beliau, mereka pelajari mazhab beliau dan hukum yang mereka 

dapat dari beliau itu mereka tulis (bukukan). Mereka sebagai pendukung mazhab Abu 

Hanifah, sebagian besar dari mereka kembali menyelidiki dan memeriksa hukum-

hukum dengan memeriksa dalil-dalilnya serta disesuaikan dengan keadaan-keadaan 

kefaedahan dan kemudaratannya, sehingga beberapa di antara mereka ada yang tidak 

mufakat terhadap sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh sang imam, 

bahkan mereka tetapkan hukumnya menurut pendapat mereka sendiri, berbeda 

dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka inilah yang dinamakan sahabat-sahabat 

Abu Hanifah, diantaranya Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan , dan Zufar. Mazhab ini 

banyak tersiar di Bagdad, Parsi, Bukhara, Mesir, Syam, dan tempat-tempat lain. 

 



110 
 

 

Imam Maliki (93-170) 

Imam Malik bin Anas Al-Asbahi dilahirkan tahun 93 H dan meninggal dunia 

dalam bulan Safar tahun 170 H. Beliau belajar di Madinah dan di sanalah beliau 

menulis kitab Al-Muwatta, kitab hadits yang terkenal sampai sekarang. Beliau 

menyusun kitab tersebut atas anjuran Khalifah Mansur ketika beliau bertemu pada 

waktu menunaikan ibadah haji. Beliau menyusun mazhabnya atas empat dasar: Kitab 

Suci, Sunnah Rasul, Ijma‟, dan Qias. Hanya dasar yang terakhir ini beliau gunakan 

dalam hal-hal yang terbatas sekali karena beliau adalah ahli hadits. Beliau berkata, 

“Sesungguhnya saya sebagai manusia biasa kadang-kadang betul dan kadang-kadang 

salah, maka hendaklah kamu periksa dan kamu selidiki pendapat-pendapatku itu; 

mana yang sesuai dengan sunnah, ambillah!”. 

Imam Malik adalah ahli fiqih dan hadits. Pada masanya beliau terbilang 

paling berpengaruh di seluruh Hijaz. Orang menyebutnya “Sayyid Fuqaha Al-Hijaz” 

(pemimpin ahli fiqih di seluruh daerah Hijaz). Beliau mempunyai banyak sahabat 

(murid), di antaranya yang terkemuka ialah Muhammad bin Idris bin syafii, Al-Laisy 

bin Sa‟ad, Abu Ishaq Al Farazi. Pengikut mazhab ini yang terbanyak terdapat di 

Tunisia, Tripoli, Magribi, dan Mesir. 
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Imam Syafii (150-204 H) 

Beliau merupaka keturunan Quraisy, dilahirkan di Khuzzah tahun 150 H dan 

meninggal dunia di Mesir tahun 204 H. Sewaktur berumur 7 tahun, beliau telah hafal 

Al-Qur‟an. Setelah berumur 10 tahun, beliau  hafal Al-Muwatta (kitab guru beliau, 

Imam Malik). Setelah beliau berumur 20 tahun, beliau mendapat izin dari gurunya 

(Muslim bin Khalid) untuk berfatwa. Kata Ali bin Usman, “Saya tidak pernah melihat 

seseorang yang lebih pintar daripada Syafii”. Sesungguhnya tidak ada seorang pun 

yang menyamainya di masa itu. Ia pintar dalam segala pengetahuan, sehingga bila ia 

melontarkan anak panah, dapat dijamin 90% akan mengenai sasarannya”. 

Ketika hampir berumur 20 tahun, beliau pergi ke Madinah karena mendengar 

kabar tentang Imam Malik yang begitu terkenal sebagai ulama besar dalam ilmu 

hadits dan fiqih. Di sana beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudian beliau pergi 

ke Irak, di sana bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau terus ke 

Parsi dan beberapa negeri lain. Kira-kira dua tahun lamanya beliau dalam perjalanan 

ini. Kata-kata Syafii yang sangat perlu menjadi perhatian, terutama bagi ulama yang 

mendukung dan mengikuti mazhab Syafii, ialah “Apabila hadits itu sah, itulah 

mazhabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku”. Pengikut mazhab 

Syafii yang terbanyak ialah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, 

Pakistan, dan Indonesia. 
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Imam Hanbali (meninggal 241 H) 

Nama lengkapnya adalah Ahmah bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy 

Syaibani. Dilahirkan di Bagdad dan meninggal dunia pada hari jumat tanggal 12 

Rabiul Awwal tahun 241 H. Semenjak kecil beliau belajar di Bagdad, Syam, Hijaz, 

dan Yaman. Beliau adalah murid Imam Syafii dan memuji beliau. Katanya, “Saya 

keluar dari Bagdad, tidak saya tinggalkan di sana seorang yang lebih takwa, lebih 

wara‟, dan lebih alim selain Ahmad bin Hanbal, yang sungguh banyak menghafal 

hadits.” Beliau menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. 

Misalnya dari kalangan ahli hadits adalah Yahya bin Sa‟id al Qathan, Abdurrahman 

bin Mahdi, Yazid bin Harun, sufyan bin Uyainah dan Abu Dawud ath Thayalisi. Dari 

kalangan ahli fiqh adalah Waki‟ bin Jarah, Muhammad bin Idris asy Syafi‟i dan Abu 

Yusuf (sahabat Abu Hanifah ) dll. dalam ilmu hadits, beliau mampu menghafal sejuta 

hadits bersama sanad dan hal ikhwal perawinya. 

Meskipun Imam Ahmad seorang yang kekurangan, namun beliau sangat 

memelihara kehormatan dirinya. Bahkan dalam keadaan tersebut, beliau senantiasa 

berusaha menolong dan tangannya selalu di atas. Beliau tidak pernah gusar hatinya 

untuk mendermakan sesuatu yang dimiliki satu-satunya pada hari itu. Di samping 

itu, beliau terkenal sebagai seorang yang zuhud dan wara”. Bersih hatinya dari 

segala macam pengaruh kebendaan serta menyibukkan diri dengan dzikir dan 

membaca Al-Qur‟an atau menghabiskn seluruh usianya untuk membersihkan 
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agama dan mengikisnya dari kotoran-kotoran bid‟ah dan pikiran-pikiran yang 

sesat. 

Salah satu karya besar beliau adalah Al Musnad yang memuat empat puluh 

ribu hadits. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadits-hadits 

shahih dan layak dijadikan hujjah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang 

hebat dari para ahli hadits. Selain al Musnad karya beliau yang lain adalah : Tafsir 

al Qur‟an, An Nasikh wa al Mansukh, Al Muqaddam wa Al Muakhar fi al Qur‟an, 

Jawabat al Qur‟an, At Tarih, Al Manasik Al Kabir, Al Manasik Ash Shaghir, 

Tha‟atu Rasul, Al „Ilal, Al Wara‟ dan Ash Shalah. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Tokoh Adat 

 Apa hukum bagi pelaku zina yang telah menikah dalam hukum? 

 Apa yang melatar belakangi munculnya hukum bagi pelaku zina tersebut?  

 Apa tujuan dari hukum adat bagi pelaku zina tersebut? 

 Bagaimana cara menetapkan hukum bagi pelaku zina? 

 Mengapa hukum bagi pelaku zina yang telah menikah dalam adat masih tetap 

di gunakan samapai sekarang, apa alasannya? 

Untuk Tokoh Masyarakat 

 Apakah saudara tau tentang zina? 

 Apakah saudara tau apa hukum bagi pelaku zina yang telah menikah dalam 

hukum adat? 

 Apakah saudara setuju dengan hukum adat bagi pelaku zina? 

 Apa alasan yang membuat saudara setuju atau tidak setuju? 

 Bagaimana pendapat Bapak/Ibuk mengenai sanksi bagi pelaku zina yang 

telah menikah dalam hukum adat? 

 Apakah Bapak/Ibuk setuju dengan hukum adat, jika setuju apa alasannya dan 

jika tidak apa alasannya? 

Untuk Tokoh Agama 

 Apakah Bapak tau tentang zina? 

 Bagaimana pendapat Bapak mengenai zina yang telah menikah? 

 Apakah Bapak setuju dengan hukum adat mengenai sanksi bagi pelaku zina 

yang telah menikah, jika ia kenapa dan jika tidak kenapa? 
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